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ABSTRAK 

 

Latar belakang pengabdian masyarakat di Malaysia ini adalah menginisiasi jaringan 

internasional pendidikan antikorupsi antara Indonesia dan Malaysia. Tujuan pengabdian 

masyarakat internasional ini adalah merintis adanya jariangan kerjasama internasional di 

bidang pendidikan antikorupsi, khususnya antara Universitas Ahmad Dahlan Indonesia dan 

Universiti Malaya (University of Malaya) Malaysia. Metode pengabdian yang diterapkan 

adalah participatory action research, dimana tim pengabdi terlibat langsung dalam tindakan-

tindakan nyata pada kasus-kasus yang dihadapi bersama. Hasil pengabdian ini adalah 

terbentuknya inisiasi awal akan adanya jaringan internasional pendidikan antikorupsi yang 

dirintis oleh Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia dan University of Malaya Malaysia. 

Meskipun jaringan ini masih berupa rintisan awal, namun sejumlah program telah disepakati 

bersama, diantaranya adalah pertukaran instruktur pendidikan antikorupsi antara Universitas 

Ahmad Dahlan, Indonesia dan University of Malaya Malaysia. Dampak yang ditimbulkan dari 

pengabdian ini adalah terbentuknya jaringan internasional pendidikan antikorupsi Indonesia 

dan Malaysia bahkan dalam jangka panjang akan meluas hingga Asia Tenggara.  

 

 

Kata kunci: Jaringan internasional, pendidikan antikorupsi, Indonesia, Malaysia  

 

ABSTRACT 

The background to this community service in Malaysia is to initiate an international anti-

corruption education network between Indonesia and Malaysia. The aim of this international 

community service is to pioneer an international cooperation network in the field of anti-

corruption education, especially between Ahmad Dahlan University Indonesia and Universiti 

Malaya (University of Malaya) Malaysia. The service method applied is participatory action 

research, where the service team is directly involved in real actions in the cases they face 

together. The result of this service was the formation of the initial initiation of an international 

anti-corruption education network pioneered by Ahmad Dahlan University, Indonesia and the 
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University of Malaya Malaysia. Even though this network is still an initial pilot, a number of 

programs have been mutually agreed upon, including the exchange of anti-corruption 

education instructors between Ahmad Dahlan University, Indonesia and the University of 

Malaya Malaysia. The impact of this service is the formation of an international network of 

anti-corruption education in Indonesia and Malaysia, which will even expand to Southeast 

Asia in the long term. 

Keywords: International network, anti-corruption education, Indonesia, Malaysia 
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PENDAHULUAN  

Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurun drastis dari 38 (skala 100) tahun 2021 

menjadi 34 di tahun 2022 (1). Indonesia hanya unggul dari Filipina (IPK 33), Laos (IPK 31), 

Kamboja (IPK 24), dan Myanmar (IPK 23), tetapi kalah dengan Singapura (IPK 83), Malaysia 

(IPK 47), Timor Leste (IPK 42), dan Thailand (IPK 36). Bahkan IPK Indonesia juga kalah 

dengan sejumlah negera lain, seperti Sri Lanka (IPK 36), Burkina Faso (IPK 42), dan Israel 

(IPK 63). Sedangkan negara-negara yang paling bersih dari korupsi masih ditempat Denmark 

(90), Finlandia (87), dan Selandia Baru 87), Norwegia (IPK 84), Singapura (IPK 83), dan 

Swedia (IPK 83). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia 

Tenggara atau ke-3 diantara negara-negara G-20 setelah Rusia (IPK 28) dam Meksiko (IPK 

31). 

Penelitian tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi (rasuah) antara Indonesia dan 

Malaysia penting dilakukan karena dua negara ini telah menjalin kerjasama penguatan 

kapasitas lembaga pencegahan korupsi (2)(3). Tetapi, sejauh ini, masih sangat sedikit 

penelitian tentang pencegahan korupsi di dua negara tersebut. Sepanjang penelusuran pada data 

base SINTA, hanya ditemukan dua penelitian tetang studi banding antara Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 

(SPRM) yang yang dilakukan oleh Ismanto dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 

Jambi (4). Namun, penelitian ini tidak mengiggung aspek pencegahan korupsi melalui 

pendidikan atau pendidikan antikorupsi di Indonesia dan pendidikan anti-Rasuah di Malaysia. 

Demikian pula dengan penelitian lainnya, yakni dampak sosial korupsi antara Indonesia dan 

Malaysia yang dilakukan oleh Najih dan Wiryani juga tidak membahas pendidikan antikoruspi 

di dua negara tersebut (5). 

Korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti busuk, 

buruk, bejat, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian [24]. 

Dari kata “corruptio” inilah muncul kata “corruption” dalam bahasa Inggris atau 

“corruptie/korruptie” dalam bahasa Belanda yang memiliki arti senada dengan kata 

asalnya[25]. Secara terminologis, korupsi didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime). Bentuk-bentuk korupsi secara gamblang telah dijelaskan pada 13 pasal dalam 

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdiri dari 30 (tiga puluh) jenis [26] yang 

kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bentuk [26], yakni merugikan keuangan negara, 

suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan 

kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 

Dalam Islam, khususnya fiqih antikorupsi, korupsi disebut dengan istilah al-rishwah 

(suap), mukabarah dan ghasab (pemerasan), saraqa (pencurian), intikhab (merampas), aklu 

Shft (makan hasil haram) al-suht, dan al-ghûl (kecurangan), khiyanat (penyalahgunaan 

wewenang), dan maksu atau pungutan liar (Larbsh, 2015; Bolatito, 2016). Islam secara implisit 

mengajarkan nilai-nilai antikorupsi, seperti jujur, amanah, dan keadilan (8) bahkan jihad 

melawan korupsi (9). Lebih dari itu, secara tegas perbuatan korupsi merupakan dosa besar atau 

syirik akbar (10).  

Korupsi sebagai kejahatan luara biasa telah menjadi ancaman semua negara di seluruh 

dunia. Ia bukan lagi persoalah lokal di masing-masing negara tetapi telah menjadi persoalan 

global seluruh benua. Oleh karena itu, belajari dari strategi pencegahan korupsi antara negara 

satu dengan negara yang lain dapat memberi kontrbusi dalam pencegahan dan pemberantasan 

korupsi. Dalam hal ini, studi komparasi Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan korupsi 

dapat berkontribusi melawan kejahatan luara bisa tersebut.  

Secara khusus, Indonesia terutama Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Malaysia, 

terutama Universiti Malaya, telah memiliki kerjasama sejak 2016. Di bidang pendidikan 

antikorupsi, UAD memiliki Unit Kelompok Mahasiswa (UKM) Aktikorupsi yang disebut 
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dengan istilah “Barisan Antikorupsi Ahmad Dahlan (BAKAD)” [2], sedangkan di Malaysia 

terutama Universiti Malaya memiliki “Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah (AMAR)” [3]. Dua 

aktivis ini tampaknya belum memiliki kesdaran bahwa korupsi merupakan musuh semua 

negara di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Malaysia, sehingga keduanya terputus dalam 

gerakan yang parsial. Gambar 1 merupakan logo BAKAD-UAD Indonesia dan AMAR Um 

Malaysia. 

 

  
Barisan Antikorupsi Ahmad Dahlan 

(BAKAD) UAD-Indonesia 

Angkatan Mahasiswa Antirasuah 

(AMAR) UM-Malaysia 

 

Korupsi menjadi musuh semua negara termasuk Indonesia dan Malaysia, tetapi aktivis 

antikorupsi di dua negara tersebut belum membantuk jaringan internasional sebagai bentuk 

perlawanan korupsi secara bersama- sama. Padahal, Indonesia memiliki KPK yang salah satu 

tugasnya melakukan pencegahan korupsi, salah satunya melalui pendidikan (pendidikan 

antikorupsi) sebagaimana yang dilakukan UAD dengan BAKAD. Demikian pula di Malaysia 

memilki Badan Pencegahan Rasuah (BPR) yang bertugas melakukan pencegahan korupsi, 

salah satunya melalui pendidikan, termasuk di UM dengan AMAR.  

  

METODE 

Metode pelaksanaan program PkM internasional ini melalui sejumlah tahapan, mulai dari 

analisis situasi, pemetaan kelompok mitra, fokus permaslaahan prioritas, solusi terstruktur dan 

sistematis berbasis penerapan hasil penelitian, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

kegiatan.  

Perencanaan meliputi koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, khususnya mitra dari 

Pimpinan Cabang Istimewa Muhamamdiyah (PCIM) Malaysia. Dalam hal ini, mitra berperan 

sebagia media komunikasi dengan subyek pengabdian, khsusnya UM dan BAKAD. Di 

samping itu, perencanaan juga melibatkan tim pengabdi dengan mahasiswa yang akan terlibat 

dalam kegiatan ini. Dalam perencanaan, Tim Pengabdi berkunjung ke markas AMAR Malaysia 

selama dua hari yakni 7-8 Oktober 2023 berbagi pengalaman dan pelatihan pendidikan 

antikorupsi bagi AMAR. Sedangkan BAKAD (22 mahasiswa) menjadi partisipan aktif secara 

daring.  

Dalam pelaksanaannya, pada hari pertama (7 Oktber) tim pengabdi dan mitra berbagai 

pengalaman best practice tentan pendidikan antikoruspi baik yang dilakuan oleh BAKAD-

UAD di Indonesia maupun AMAR-UM di Malaysia. Pada hari kedua, Tim Pengadi menghadiri 

Seminar Nasional bertajuk “Pembudayaan Nilai-nilai Integriti di Malaysia” yang 

diselenggarakan oleh AMAR-UM dan dikuti secara daring seluruh anggota BAKAD-UAD di 

Indonesia.  

Setelah pelaksanaan selesai tim pengabdi melakukan evaluasi untuk menentukan langkah 

tindak lanjut. Evaluasi dilalukan dengan mengukur tingkat keberdayaan mitra antara sebelum 

dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Pengukuran tingkat keberdayaan ini mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampulan.  
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HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK 

 

Pendidikan antikorupsia di Indonesia 

Pendidikan antikoruspi di Indonesia memiliki dua model, yakni integrasi dan otonomi. 

Integrasi adalah memadukan pendidikan antikorupsi dengan mata pelajaran yang relevan (11). 

Model otonomi adalah penyelenggaraan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi secara mandiri 

dan terpisah dengan mata kuliah yang lain (12). Model kedua adalah rencana aksi yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam program yang terpisah dengan perkuliahan. Model inilah 

yang dilakukan oleh BAKAD UAD.  

Aksi pencegahan korupsi bagi mahasiswa tidak dapat dilakukan secara individu 

melainkan perlu adanya oraganisasi secara bersama-sama sehingga mahasiswa Universitas 

Ahmad Dahlan membuat organisasi yang diberi nama Barisan Antikorupsi Universitas Ahmad 

Dahlan yang disingkat BAKAD. BAKAD lahir dari keresahan segelintir mahasiswa akan kasus 

korupsi yang terjadi di Indonesia. Latar belakang berdirinya berawal dari diskusi mahasiswa di 

warung indomie yang familiar sebagai tempat nongkrong mahasiswa. BAKAD didirikan di 

Yogyakarta pada 8 Desember 2017. 

Perwujudan simpatik dalam upaya pencegahan korupsi perlu adanya pemikiran yang 

visioner dikalangan mahasiswa sehingga perlu adanya penyamaan persepsi dalam menjalankan 

tujuan dalam berorganisasi. BAKAD berusaha untuk menggaungkan tujuan bersama dengan 

mengusung Visi “Menciptakan Generasi Anti Korupsi yang Unggul, Jujur dan Berintegritas 

demi Terwujudnya Indonesia Adil dan Makmur”. Visi ini tidak akan tercapai apabila tidak 

dikuatkan dengan misinya yaitu “BAKAD sebagai tempat pembentukan integritas dalam diri 

mahasiswa, wadah diskusi, kajian dan penelitian Antikorupsi Mahasiswa Universitas Ahmad 

Dahlan dengan tujuan sebagai barisan terdepan dalam kampanye Gerakan Antikorupsi di 

lingkungan kampus maupun di luar kampus yang dilakukan dengan konsolidasi dan berjejaring 

secara aktif dengan seluruh stakeholder terkait. 

Secara massif mahasiswa yang tergabung di BAKAD membuat program baik internal 

dan eksternal. Secara internal lebih focus kearah forum diskusi, pelatihan, kajian, dan 

pembuatan konten edukatif tentang antikorupsi. Sedangkan secara eksternal dilakukan terkait 

webinar nasional, study banding ke berbagai instansi terkait sosialisasi dan penyuluhan 

antikorupsi. 

Pendidikan anti-rasuah (antikorupsi) di Malaysia 

Jika Indonesia memiliki lembaga pemberantasan korupsi disebut Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Malaysia lembaga semacam ini disebut dengan 

Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) (13). Jika KPK memiliki Anti-Corruption 

Learning Center (ACLC) sebagai direktorat pencegahan dan edukasi masyarakan, maka 

MACC di Malaysia juga memiliki MACC Community Education Division sebagai divisi 

pencegahan korupsi baik di tingkat pusat maupun di setiap negara bagian (14). 

Sebagaimana Indonesia yang mengalami penurunan IPK, demikian pula dengan 

Malaysia yang juga menurun IPK dari  57 pada tahun 2020 menjadi 47 pada tahun 2022 (15). 

Perdana Menteri Malaysia berpandangan bahwa cara paling efektif untuk memerangi korupsi 

adalah melalui pendidikan dan hukum (16). Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan 
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penegakan hukum sangat penting untuk memberantas korupsi di Malaysia. Kedua cara ini 

dapat dilihat sebagai langkah-langkah preventif untuk mencegah setiap orang atau badan 

terlibat dengan korupsi. Pemberantasan korupsi dengan cara pendidikan telah berwawasan 

internasional dan di tingkat nasional. 

Menurut (MACC), fokus utama kegiatan pendidikan antikoruspi atau anti-rasuah 

adalah sosialisasi informasi antikorupsi secara terus menerus kepada seluruh lapisan 

masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pencegahan korupsi. Program dan kegiatan pendidikan dilakukan secara nasional melalui 

MACC Divisi Pendidikan Masyarakat (kantor pusat) dan Unit Pendidikan Masyarakat Kantor 

Negara MACC (tingkat negara bagian).  

MACC memanfaatkan dua pendekatan utama dalam mendidik masyarakat tentang 

korupsi, yaitu program tatap muka dan penyebaran pesan melalui saluran media. Pelaksanaan 

kegiatan pendidikan oleh MACC harus ditargetkan untuk kelompok-kelompok berikut yaitu, 

lembaga publik, sektor swasta dan perusahaan yang terkait dengan pemerintah serta lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi politik. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk 

kelompok khusus ini antara lain Ikrar Bebas Korupsi (IBR), seminar, forum, talkshow, 

lokakarya, program On-the-ground, kunjungan ke MACC dan lain-lain. Selain itu MACC juga 

dilakukan kegiatan dan program pendidikan kepada mahasiswa universitas atau lembaga 

pendidikan tinggi (13). Kegiatan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi dikoordinasikan 

oleh Cabang Universitas, Divisi Pendidikan Komunitas MACC. MACC juga dilakukan 

kegiatan pendidikan dan program untuk siswa di sekolah menengah dan sekolah dasar (17). 

Program kegiatan pendidikan antikorupsi yang melibatkan siswa sekolah dasar dan menengah 

dikoordinasikan oleh sekolah Cabang, Divisi Pendidikan Masyarakat MACC. Diantara 

program utama yang diselenggarakan oleh MACC adalah Pahlawan Anti Korupsi (Wira 

Antirasuah–WAR) (13). Program yang dimulai sejak tahun 2014 ini merupakan upaya bersama 

antara MACC dan Malaysian Ministry of Education (MOE). 

AMAR awalnya berupa sekelompok mahasiswa yang resah dengan rendahya integritas 

di Malaysia. Kemudian mereka membentuk organisasi dengan nama Sekretariat Pencegahan 

Rasuah (SPR). SPR Pertama kali dilakukan di Institusi Pengajian Tinggi Awam ekoran 

daripada dapatan Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah pada tahun 2002 yang kemudian 

dimulai secara resmi pada tahun 2007 yang telah dijalankan oleh pihak Universiti Kebangsaan 

Malaysia. SPR kemudian berubah menjadi Angkatan Mahasiswa Antirasuah (AMAR).  

Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah (AMAR) merupakan lembaga organisasi 

kemahasiswaan Universiti Malaya yang dibentuk scara khusus untuk melakukan gerakan 

pencegahan korupsi di Malaysia. Latar belakang didirikannya AMAR atas dasar survei bahwa: 

(a) 15% dari 494 pelajar jika dirinya menjadi pejabat rela memberi rasuah (suap) untuk 

melicinkan urusan harian atau untuk menyelesaikan sesuatu urusan, (b) 23% dari pelajar 

menyatakan kesanggupan memberi rasuah untuk mengelak dari tindakan hukum, dan (c) 30% 

dari 494 pelajar menyatakan sekirannya mempunyai kuasa, sanggup menerima rasuah jika 

berpeluang. Survei serupa belum pernah dilakukan di Indonesia, termasuk BAKAD di 

universitas Aghmad Dahlan. Meskipun demikian, fenomena tersebut menjadi realitas global 

yang harus menajadi agenda pencegahan secara internasional.  

Proses penggapaikan semangat pencegahan korupsi di AMAR membuat sebuah visi 

yang besar yaitu mewujudkan generasi muda yang membenci rasuah dalam usaha menjadikan 
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Malaysia sebuah negara yang bebas rasuah. Visi ini juga didukung dengan ada misinya yaitu 

menerajui usaha pembudayaan nilai-nilai murni, pencegahan rasuah dan salahguna kuasa 

dalam kalangan pelajar. 

Secara umum program kerja AMAR lebih focus kepada penanaman nilai antikorupsi 

secara massif berupa aktivitas yang bendaskan upaya pencegahan dan penerapan nilai-nilai 

murni serta kerjasama dengan melibatkan masyarakat dengan menunjukkan model yang baik 

dan bersesuaian dengan masyarakat tempatan. 

Jaringan Kerjasama BAKAD UAD dengan AMAR UM 

Membentuk jaringan internasional pendidikan antikorupsi bukanlah hal yang mudah. 

Meskipun KPK di Indonesia dan MAAC di Malaysia sudah memiliki MoU, namun 

implementasinya belum banyak yang dapat dilakukan. Pada tingkat Pendidikan Tinggi, 

meskiun UAD Indonesia memiliki BAKAD dan UM di Malaysia memiliki AMAR, namun 

selama ini belum ada koneksivitas. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat 

internasional yang diselengarakan UAD berupaya membangun jejaring pendidikan antikorupsi 

ini. Dalam realisasinya, kegiatan ini telah berhasil merintis jaringan tersebut meskipun belum 

kuat. Gambar 2 merupakan seminar integriti AMAR yang diselenggarakan 23 Agustus 2023 di 

Universiti Malaya dan diikuti secara daring seluruh mahasiswa BAKAD-UAD Indonesia.  

 

  
Gambar 2 Sosialisasi dan Seminar Pendidikan Antikorupsi (Antirasuah) oleh AMAR-UM 

Malaysia diikuti BAKAD UAD Indonesia  

 

Gambar 2 merupakan puncak kegatan setelah sosialisasi, sharing sessions dan seminar 

integriti. Sebagai langkah awal, BAKD UAD akan diundang dalam setiap kegiatan AMAR 

baik luring maupun daring, termasuk partisipan maupun presenter. Dalam hal ini, ketua 

(Presiden Mahasiswa) AMAR menyatakan:  

 

“Di Malaysia, AMAR terdpat di seluruh universitas kerajaan yang jumlahnya 22 

perguruan tinggi. Setiap tahun kami menyelenggarakan banyak kegiatan, diantaranya 

adalah lomba kampanye antikorupsi, pembuatan poster integriti, dan seinar integriti. 

Bolehlah ke depan kami undang BAKAD-UAD Indoesia untuk joint bersama kami (MS., 

Presiden AMAR).”  

 

Pernyataan Pesiden Mahasiswa di atas menunjukkan bahwa terbuka pintu lebar untuk 

membangun jaringan internasional pendidikan antikorupsi, dimulai dari Indonesia dan 

Malaysia, khususnya UAD dan UM. Ke depan, jaringan internasional ini dapat dikembangkan 

ke regional yang lebih luas, hingga Asia Tengara bahkan mendunia. Termasuk dalam hal ini 
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adalah sharing session tentang kemajuan riset dan pengabdian pendidikan antikorupsi di 

Indonesia, seperti perkembangan desa antikorupsi di Indonesia (18–21), penemuan teknologi 

pencitraan otak yang dapat melakukan deteksi gelombang otak perilaku koruptif (22–25), 

model-model pendidikan antikorupsi (26–29), dan sejumlah temuan menarik lainnya. 

 

SIMPULAN 

Jaringan internasional pendidikan antikorupsi adalah kerjasama UAD Indonesia dan UM 

Malaysia dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Meskipun jariangan ini belum 

banyak melakukan kegatan, namun sejumlah kesepakatan telah ditanda tangani, diantaranya 

adalah pertukaran instruktur pendidikan antikorupsi. Pertukaran ini sangat bermanfaat bagi 

pendidikan antikorupsi baik di Indonesia maupun Malaysia. Khusus bagi UAD, kegiatan ini 

akan berdampak banyak hal, terutama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana 

karya dosen di bidang pendidikan antikoruspi akan dimanfaatkan oleh masyarakat global-

internasional. Bagi mahasiswa khsusnya anggota BAKAD terbuka pelung untuk meraih 

prestasi internasional dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselengarakan AMAR baik 

luring maupun daring. Bagi AMAR sendiri, jaringan ini akan memperluas akses bagi Malaysia 

untuk bertukar pengalaman dengan Indonesia. 
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